
1 2 4 5 6 7 8
115.CQ 355.531.000

5245 355.531.000

5245.BAH 1 Layanan, 
Bidang, 

Dokumen, 
Miliar Rp, titik

82.316.000

5245.BAH.001 1 Layanan 82.316.000

Provinsi 201 Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan 
penindakan pelanggaran (Provinsi)

Jumlah laporan 
pembinaan/pelaksanaan 
penanganan dan penindakan 
pelanggaran

1 Laporan 37.358.000 1. Laporan pembinaan/pendampingan ke kab/kota 
semesteran
2. laporan penyelenggaraan penangganan 
pelanggaran

Provinsi 202 Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian 
sengketa proses (Provinsi)

Jumlah laporan 
pembinaan/pelaksanaan 
penyelesaian sengketa proses

1 Laporan 37.358.000 1. Laporan pembinaan/pendampingan ke kab/kota 
semesteran
2. laporan penyelenggaraan penyelesaian sengketa 
proses

kab/kota 301 Koordinasi penanganan pelanggaran 
(Kab./Kota)

Jumlah laporan semesteran 
penyelenggaraan penanganan 
dan penindakan pelanggaran.

19 Laporan 3.800.000 1. Laporan koordinasi kab/kota semesteran

kab/kota 302 Koordinasi penyelesaian sengketa proses 
(Kab./Kota)

Jumlah laporan semesteran 
penyelenggaraan penyelesaian 
sengketa proses

19 Laporan 3.800.000 1. Laporan koordinasi kab/kota semesteran

5245.BIC 60 Lembaga, 
Laporan, 

Badan Usaha, 
Penyalur

273.215.000

5245.BIC.001 60 Laporan 273.215.000

Provinsi 201 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan 
(Provinsi)

Jumlah laporan semesteran 
fasilitasi dan koordinasi 
menghadiri undangan Bawaslu RI 
dan Instansi terkait

1 Laporan 72.047.000 -laporan semester

Provinsi 202 Evaluasi pelaksanaan pengawasan 
(Provinsi)

Jumlah laporan evaluasi 
pelaksanaan pengawasan

1 Laporan 34.180.000

Provinsi 203 Fasilitasi penguatan pemahaman 
kepemiluan kepada disabilitas dan kelompok 
rentan lainnya (Provinsi)

Jumlah fasilitasi penguatan 
pemahaman kepemiluan kepada 
disabilitas dan kelompok rentan 
lainnya

1 Laporan 0 - IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 
12)

kab/kota 301 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan 
(Kab./Kota)

Jumlah laporan semesteran 
fasilitasi dan koordinasi 
menghadiri undangan Bawaslu 
RI, Bawaslu Provinsi dan Instansi 
terkait

19 Laporan 158.628.000 -laporan semester

kab/kota 302 Evaluasi pelaksanaan pengawasan 
(Kab./Kota)

Jumlah laporan evaluasi 
pelaksanaan pengawasan

19 Laporan 8.360.000

kab/kota 303 Fasilitasi penguatan pemahaman 
kepemiluan kepada disabilitas dan kelompok 
rentan lainnya (Kab./Kota)

Jumlah fasilitasi penguatan 
pemahaman kepemiluan kepada 
disabilitas dan kelompok rentan 
lainnya

19 Laporan 0 - IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 
12)
-1 laporan@514 KK

115.WA 37.727.522.000

4355 27.420.000

4355.EBD 20 Dokumen, 
Layanan, 
Laporan, 

Rekomendasi

27.420.000

4355.EBD.961 20 Dokumen 27.420.000

Provinsi 201 Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu 
dan Bawaslu Provinsi

Jumlah dokumen 
LHKPN/LHKASN, penyusunan 
dan implementasi SOP, zona 
integritas, dan survey kepuasan 
layanan

1 Dokumen 23.620.000

Kab/kota 301 Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu 
dan Bawaslu Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen 
LHKPN/LHKASN, penyusunan 
dan implementasi SOP, zona 
integritas, dan survey kepuasan 
layanan

19 Dokumen 3.800.000

4356 87.849.000

4356.EBA 20 Layanan, 
Laporan, 
Dokumen

87.849.000

4356.EBA.958 20 Laporan 38.317.000

Provinsi 201 Pengelolaan kehumasan, peliputan dan 
dokumentasi serta informasi publik Bawaslu 
Provinsi

Jumlah laporan pengelolaan 
kehumasan, peliputan dan 
dokumentasi

1 Laporan 28.342.000 Keterbukaan informasi publik (Indikator IKU)
1. Laporan pengelolaan informasi yang 
dipublikasikan dalam mendukung keterbukaan 
informasi publik persemester
2. Laporan hasil evaluasi kehumasan meliputi 
peliputan dan dokumentasi
3. Laporan pengelolaan web Bawaslu provinsi
4. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan 
kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta 
informasi ke Kab/Kota

MATRIKS RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RENJA) K/L

BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

SATKER : (di isi KODE SATKER) di isi NAMA SATKER

UKE
(Unit Kerja

Eselon)

Kode
KRO/RO

Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/
Komponen Input

Indikator
Volume / 
Target

Satuan

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

PAGU
Keterangan/

Formula untuk mencapai target

3

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU 
DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI

TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 
PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN 
BAWASLU KABUPATEN/KOTA

Pelayanan Publik Lainnya

Layanan penanganan pelanggaran dan 
penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi 
Komponen Input :

Pengawasan dan Pengendalian Lembaga

Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu 
di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 
Kabupaten/KotaKomponen Input :

PEMERIKSAAN, PENGENDALIAN, DAN 
PENGAWASAN INTERNAL

Layanan Manajemen Kinerja Internal

Layanan Reformasi Kinerja
Komponen Input :

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Layanan Dukungan Manajemen Internal

Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 
Bawaslu
Komponen Input :



1 2 4 5 6 7 8

SATKER : (di isi KODE SATKER) di isi NAMA SATKER

UKE
(Unit Kerja

Eselon)

Kode
KRO/RO

Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/
Komponen Input

Indikator
Volume / 
Target

Satuan PAGU
Keterangan/

Formula untuk mencapai target

3

Kab/kota 301 Pengelolaan kehumasan, peliputan dan 
dokumentasi serta informasi publik Bawaslu 
Kabupaten/Kota

Jumlah laporan pengelolaan 
kehumasan, peliputan dan 
dokumentasi

19 Laporan 9.975.000 1. Laporan pengelolaan informasi yang dipublikasi 
dalam mendukung keterbukaan informasi publik 
persemester
2. Laporan hasil evaluasi kehumasan meliputi 
peliputan dan dokumentasi
3. Laporan pengelolaan web Bawaslu Kab/Kota

4356.EBA.963 0 Laporan 49.532.000

Provinsi 201 Pengelolaan dan pelayanan data dan 
informasi publik Bawaslu Provinsi

Jumlah pengelolaan dan 
pelayanan data dan informasi 
publik yang tersedia

… Laporan 29.582.000 1 laporan akhir PPID;
1 laporan data dan informasi (mencakup 
infrastruktur dan sistem informasi).

Kab/kota 301 Pengelolaan dan pelayanan data dan 
informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota

Jumlah laporan pengelolaan dan 
pengembangan PPID

… Laporan 19.950.000 1 laporan akhir PPID

6849 37.238.017.000

6849.EBA 2 Layanan, 
Laporan, 
Dokumen

36.584.554.000

6849.EBA.956 1 Layanan 84.863.000

Provinsi 201 Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu 
Provinsi

Jumlah laporan pembinaan dan 
pengelolaan BMN yang sesuai 
dengan ketentuan

1 Laporan 64.913.000 1. Laporan inventarisasi aset persemester
2. Laporan SIMAK BMN persemester
3. Laporan Pembinaan (bimtek) pengelolaan BMN
4. Laporan supervisi dan monitoring  pengelolaan 
BMN ke Kab/Kota

Kab/kota 301 Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota Jumlah laporan inventarisasi aset 19 Laporan 19.950.000 Semesteran

6849.EBA.994 1 Layanan 36.499.691.000

Provinsi &
Kab/Kota

001 Gaji dan tunjangan Jumlah Unit Kerja pembayaran 
gaji dan tunjangan ASN yang 
tepat waktu

1 Laporan 29.359.568.000

Provinsi &
Kab/Kota

002 Operasional dan pemeliharaan kantor Persentase penyelesaian 
pembayaran gaji pegawai kontrak 
yang tepat waktu

1 Laporan 7.140.123.000

6849.EBB 0 Unit, M2, Paket 0

6849.EBB.951 0 Unit 0

Provinsi 201 Pengadaan kendaraan bermotor Bawaslu 
Provinsi

Jumlah pengadaan kendaraan 
bermotor

… Unit

Provinsi 202 Pengadaan perangkat pengolah data dan 
komunikasi Bawaslu Provinsi

Jumlah pengadaan perangkat 
pengolah data dan komunikasi

… Unit …..

Provinsi 203 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran 
Bawaslu Provinsi

Jumlah pengadaan peralatan 
fasilitas perkantoran

… Unit …..

Kab/kota 301 Pengadaan kendaraan bermotor Bawaslu 
Kabupaten/Kota

Jumlah pengadaan kendaraan 
bermotor

… Unit …..

Kab/kota 302 Pengadaan perangkat pengolah data dan 
komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota

Jumlah pengadaan perangkat 
pengolah data dan komunikasi

… Unit …..

Kab/kota 303 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran 
Bawaslu Kabupaten/Kota

Jumlah pengadaan peralatan 
fasilitas perkantoran

… Unit …..

6849.EBB.971 0 Unit 0

Provinsi 201 Pembangunan/ renovasi gedung dan 
bangunan Bawaslu Provinsi

Jumlah pembangunan/ renovasi 
gedung dan bangunan

… Unit …..

Provinsi 202 Pengadaan tanah untuk pembangunan/ 
renovasi gedung dan bangunan Bawaslu 
Provinsi

Jumlah pengadaan tanah untuk 
pembangunan/ renovasi gedung 
dan bangunan

… Unit …..

Kab/kota 301 Pembangunan/ renovasi gedung dan 
bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota

Jumlah pembangunan/ renovasi 
gedung dan bangunan

… Unit …..

Kab/kota 302 Pengadaan tanah untuk pembangunan/ 
renovasi gedung dan bangunan Bawaslu 
Kabupaten/Kota

Jumlah pengadaan tanah untuk 
pembangunan/ renovasi gedung 
dan bangunan

… Unit …..

6849.EBD Dokumen, 
Layanan, 
Laporan

653.463.000

6849.EBD.952 20 Dokumen 95.693.000

Provinsi 201 Penyusunan rencana kerja dan anggaran 
Bawaslu Provinsi

Jumlah dokumen rencana kerja 
dan anggaran

1 Dokumen 87.333.000 1. Dokumen Renja dan Renja Perubahan
2. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKAKL) 
dan revisi anggaran

Kab/kota 301 Penyusunan rencana kerja dan anggaran 
Bawaslu Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen rencana kerja 
dan anggaran

19 Dokumen 8.360.000

6849.EBD.953 20 Dokumen 130.906.000

Provinsi 201 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan program Bawaslu Provinsi

Jumlah dokumen monitoring, 
evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan program

1 Dokumen 65.906.000 1. Dokumen SAKIP (Renstra, RKT, Perjanjian 
Kinerja dan perjanjian kinerja perubahan, Rencana 
Aksi, LKIP, SK-IKU)
2. Laporan Rencana Penyerapan Anggaran per 
triwulan 
3. Laporan evaluasi kesesuaian pelaksanaan 
kinerja sesuai dengan rencana aksi, RKA, dan 
dokumen perencanaan lainnya
4. Laporan supervisi dan monitoring pelaksanaan 
program ke Kab/Kota

Kab/kota 301 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan program Bawaslu 
Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen monitoring, 
evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan program

19 Dokumen 65.000.000

6849.EBD.955 20 Dokumen 392.704.000

Provinsi 201 Pembinaan dan pengelolaan administrasi 
keuangan Bawaslu Provinsi

Jumlah dokumen pembinaan dan 
pengelolaan administrasi 
keuangan

1 Dokumen 205.304.000 1. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara 
pengeluaran bulanan
2. Laporan keuangan semesteran

Kab/kota 301 Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu 
Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen pembinaan dan 
pengelolaan administrasi 
keuangan

19 Dokumen 187.400.000 Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara 
pengeluaran pembantu bulanan

6849.EBD.974 20 Dokumen 34.160.000

Provinsi 201 Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan 
dan kearsipan Bawaslu Provinsi

Jumlah dokumen pembinaan dan 
pengelolaan ketatausahaan dan 
kearsipan

1 Dokumen 22.570.000

Layanan Dukungan Manajemen Internal

Layanan Data dan Informasi
Komponen Input :

PENGELOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM

Komponen Input :

Layanan BMN
Komponen Input :

Layanan Perkantoran
Komponen Input :

Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Layanan Sarana Internal
Komponen Input :

Layanan Prasarana Internal
Komponen Input :

Layanan Manajemen Kinerja Internal

Layanan Perencanaan dan Penganggaran

Layanan Pemantauan dan Evaluasi
Komponen Input :

Layanan Manajemen Keuangan
Komponen Input :

Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu
Komponen Input :
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SATKER : (di isi KODE SATKER) di isi NAMA SATKER

UKE
(Unit Kerja

Eselon)

Kode
KRO/RO

Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/
Komponen Input
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Satuan PAGU
Keterangan/

Formula untuk mencapai target

3

Kab/kota 301 Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan 
Bawaslu Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen pembinaan dan 
pengelolaan ketatausahaan dan 
kearsipan

19 Dokumen 11.590.000

6850 374.236.000

6850.EBA 82 Layanan, 
Laporan, 
Dokumen

265.912.000

6850.EBA.957 41 Laporan 76.968.000

Provinsi 201 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk 
hukum di Bawaslu Provinsi

Jumlah laporan monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan produk 
hukum yang diselenggarakan 
sesuai ketentuan

1 Laporan 34.738.000

Provinsi 202 Diseminasi produk hukum di Bawaslu 
Provinsi

Laporan diseminasi produk 
hukum terkait kepemiluan

1 Laporan 950.000

Provinsi 203 Kajian hukum di Bawaslu Provinsi Laporan kajian hukum 1 Laporan 18.100.000 Kajian untuk produk hukum dan non produk hukum

Kab/kota 301 Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di 
Bawaslu Kabupaten/Kota

Jumlah laporan hasil evaluasi 
pelaksanaan produk hukum dan 
layanan hukum

19 Laporan 11.590.000

Kab/kota 302 Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota Laporan kajian hukum 19 Laporan 11.590.000 Kajian untuk produk hukum dan non produk hukum

6850.EBA.962 20 Dokumen 121.916.000

Provinsi 201 Fasilitasi pembinaan dan penguatan 
kelembagaan Bawaslu Provinsi

Jumlah kegiatan fasilitasi  
pembinaan dan penguatan 
kelembagaan Bawaslu Provinsi

1 Laporan 68.136.000

Kab/kota 301 Fasilitasi pembinaan dan penguatan 
kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan fasilitasi  
pembinaan dan penguatan 
kelembagaan Bawaslu 
Kabupaten/Kota

19 Laporan 53.780.000

6850.EBA.969 21 Laporan 67.028.000

Provinsi 201 Pendampingan dan layanan bantuan hukum 
di Bawaslu Provinsi

Jumlah laporan advokasi 
pelanggaran dan pidana 
pemilu/pemilihan yang 
diselenggarakan sesuai 
ketentuan

1 Laporan 34.383.000

Provinsi 202 Pembinaan bantuan hukum di Bawaslu 
Provinsi

Jumlah laporan pembinaan 
bantuan hukum di Bawaslu 
Provinsi

1 Laporan 22.670.000 Pelatihan, Sosialisasi, peningkatan kapasitas, jasa 
konsultan, penyelesaian kasus hukum

Kab/kota 301 Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota Jumlah laporan advokasi 
pelanggaran dan pidana 
pemilu/pemilihan yang 
diselenggarakan sesuai 
ketentuan

19 Laporan 9.975.000 Hanya paket jasa konsultan (advokat)

6850.EBC 461 Orang, 
Layanan

108.324.000

6850.EBC.954 461 Orang 108.324.000

Provinsi 201 Pembinaan SDM pengawas dan 
kesekretariatan Bawaslu Provinsi

Jumlah aparatur pengawas dan 
sekretariat yang dilakukan 
pembinaan

58 Orang 96.734.000 Seluruh pegawai provinsi

Kab/kota 301 Manajemen SDM pengawas dan 
kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota

Jumlah aparatur pengawas dan 
sekretariat yang dilakukan 
pembinaan

403 Orang 11.590.000 Seluruh pegawai kabupaten/kota

38.083.053.000

Komponen Input :

PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM

Layanan Dukungan Manajemen Internal

Layanan Hukum
Komponen Input :

Layanan Umum

Catatan : Seluruh Komponen Input agar di isi target dan anggarannya, kecuali pengadaan belanja modal (KRO 6849.EBB.Layanan Sarana dan Prasarana Internal) dapat dikosongkan (sesuai kebutuhan).

Layanan Bantuan Hukum
Komponen Input :

Layanan Manajemen SDM Internal

Layanan Manajemen SDM
Komponen Input :

TOTAL


